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Abstrak
 

Dalam proses pendaftaran tanah seringkali timbul suatu masalah yang salah satunya adalah terbitnya

tumpang tindih sertipikat diatas suatu bidang tanah yang sama. Salah satu contoh kasusnya terdapat pada

Putusan Mahkamah Agung Nomor 734 PK/Pdt/2017 yang terjadi di Kota Bandung. Dalam kasus ini, penulis

melakukan analisis mengenai bagaimana kesesuaian pertimbangan dan amar putusan majelis hakim dan

perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah pada kasus tumpang tindih dalam putusan Mahkamah

Agung Nomor 734 PK/Pdt/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan

menggunakan studi dokumen. Berdasarkan analisis Penulis maka ditemukan bahwa penyebab terjadinya

tumpang tindih sertipikat adalah adanya ketidaktelitian dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung yang

melakukan pelanggaran asas-asas umum pemerintahan baik. Simpulan dari penelitian adalah terdapat

pertimbangan hakim yang kurang tepat mengenai asal-usul objek sengketa yang merupakan tanah negara

dan pemenuhan syarat sah perjanjian serta juga perlindungan hukum pemegang hak berdasarkan Putusan

Mahkamah Agung Nomor 734 Pk/Pdt/2017 belum tercapai karena belum diterapkan peraturan perundang-

undangan sebagaimana mestinya.

......In the land registration process, problems often arise and one which is the issuance of overlapping land

certificates on the same plot of land. One example of this issue is the Supreme Court Decision Number

734/PK/Pdt/2017 which occurred in the city of Bandung. In this case, the author analyzes how the

considerations and decisions made by the panel of judges match the law and legal protection for the right

land holders in overlapping cases in the Supreme Court Decision Number 734/PK/Pdt/2017. The research

method used in this thesis is normative juridical using document studies. Based on the author’s analysis, it

was found that the cause of overlapping certificates was the inaccuracy of the Head of Bandung City Land

Office who violated the general principles of good governance. The conclusion of the research is there is an

inappropriate judge’s consideration regarding the origin of the object of dispute which is a state land and the

fulfillment of legal requirements of the agreements as well as the legal protection of the right holder based

on the Supreme Court Decision Number 734/PK/Pdt/2017 has not been achieved.
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